even more complicated than that of England,
law and state law and two court systems

o of law that is federa]
that is federal court and state court systems
This article gives a general picture of the law of the Unj
nited States anq
em with those of Indons.gs 1ts court systems. It also compares

Suatu masyarakat yang sederhana, hukum
ederhana. Dalam keadaan yang demikian,
ngetahui aturan-aturan hukum yang hidup
yarakat yang bersangkutan sangat kompleks

" maka sebagai akibatnya hukumnya pun menjadi
sangat rumit. Sedemikian rumitnya sehingga tidak setiap orang yang hidup dalam

masyarakat yang bersangkutan mengetahui aturan-aturan hukum yang hidup dalam

masyarakatnya. Keadaan yang mungkin lebih buruk lagi, aturan-aturan hukum menjadi
sangat teknis. Dalam keadaan yang demikian, hanya orang

yang hidup dalam masyarakat tersebyt juga s
pada umumnya para anggota masyarakat me
dalam masyarakatnya. Apabila kehidupan mas
seperti masyarakat Amerika Serikat,

-orang tertentu yang dididik
secara khusus untuk keperluan tersebut yang mengetahui hukum, baik isinya maupun
teknisnya. Perkembangan ini, menghasilkan apa yang dinamakan profesi hukum,
misalnya hakim, jaksa, dan pengacara.

*) Tulisan ini pernah disajikan dalam pertemuan dengan anggota Dharma Wapita, bcrt_empat di
Konsulat Jenderal RI di New York City, tanggal 8 April 1994. Pada waktu itu penulis sedang
melanjutkan pendidikan untuk tingkat master pada Cq!umb:‘a University School of Law, New
York City, dengan beasiswa dari Pemerintah Indonesia (OTO-Bappenas).

**) Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

1) Pada umumnya kehidupan masyarakat Indonesia juga sangat kompleks dengan aturan-aturan
hukum yang juga rumit.
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ika Serikat pada prinsipnya berlak,
yah (ersebut, baik untuk sementay, ,a an
ang tinggal sementara di pe

aku di Ame
al di wils

B bagi kita ¥ | i . aﬁ:]?g?

ptang hukum di mana kita berada. Hal ini barangkau ing

bahasa Kita yang mengatakan, “Di mana bu-m} dipijak, d; sit | :"g'a

g tidak tinggal di negara ini, sedikit pﬁngetahng,t

kali tidak ada ruginya, atau dapat pula o al;;:,:

Karena hukut yaug ber ra

’ g
jain, hagi semud oranyg Yang fing

yang menclap. tidak ada ruginyd

mengetahut <erba sedikit t€

sesuai Jengan pen
dijunjung.” Bagi orang-orang yan
tentang  hukum Amcrika sama S¢

memenuhi rasa ingin tahu.
atan yang sangat terbatas ini untuk membjc,
Takap

Bukan tujuan saya datam kesemp i
um Amerika yang sangat kompleks ini.? Dalam kese
Mpatap

bicarakan tentang pengadilan Amerika, yang mungkin Menar;
bagi kita. Pembicaraan ini akan meliputi antara lain susunan pengadilan dan pihak_pihat
proses di pengadilan (hakim, jaksa, pengacara, dan juri), ge a
1 situ kita dapat melihat beberapa perbedaan yang cyj,,
kenal di Indonesia. Dengan melakukan perban dingaﬁ

ini, penulis tidak bermaksud untuk memberikan pen_ilaian mengenai sistem ana yan

lebih unggul, karena pada dasamya kedua sistem tersebut mempunyai keunggulan da;gl
kekurangannya masing-masing. Namun sebelum pembicaraan tersebut, kiranya pery,
kita sedikit meninjau secara garis besar tentang hukum Amerika, agar mendapatkap
gambaran yang lebih jelas. Mudah-mudahan dengan pengetahuan tentang hukum dap
Amerika ini, paling sedikit kita dapat lebih menikmati acara televisi seperti

segala bagian tentang hu
ini, saya hanya akan mem

yang terlibat dalam
peranannya masing-masing. Da
besar dengan apa yang biasa kita

pengadiian
LA Law dan Egqual Juctice.

IL. HUKUM AMERIKA

A. Sejarah
Sebagian besar dari wilayah Amerika Serikat pada mulanya adalah tanah jajahan

(Ij'ilgj;:;:!?:zghe:mana biasanya, penjajah selalu berusaha agar hukumnya dapat berlaku
wleh para pjej_labatn:j:l,lka:jena hukum 3fang c'lemikian adalah hukum yang paling dikenal
orang yang berada di En ;}“ yang paling dirasakan “adil” oleh mereka. Setelah orang-
mendirikan negara Amerik Steiebut membebaskan diri dari penjajahan Inggeris dan
dari 13 negara bagi erikat pada tanggal 4 Juli 1776 (pada mulanya hanya terdiri

gian), mereka menerapkan hukum yang telah ada, yaitu hukum

Inggeris, sehingga sifat huku
’ m dan tata i -
dengan model Inggeris. cara di pengadilannya pun banyak persamaannya

m m
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masing-masing negara bagian mempunyai
mempertahankan hukumnya masing-
Serikat.

. kekuasaan yang besar dan dapat
masing, tercermin pula dalam konstitusi Amerika

B. Dua Macam Hukum: Hukum Negara Bagian dan Hukum Federal

Berbeda dengan Inggris yang tidak mempunyai undang-undang dasar (konstitusi),
Amerika Serikat mempunyai undang-undang dasar yang meletakkan dasar kerangka
sistern hukum Amerika Serikat (Hemphill, 1984 12). Berdasarkan undang-undang dasar
tersebut yang menganut sistem negara federal, tiap-tiap negara bagian juga mempunyai
undang-undang dasar dan hukumnya masing-masing. Kecuali ditentukan lain oleh
konstitusi Amerika Serikat, kewenangan hukum pada umumnya berada pada negara-
negara bagian. Dengan perkataan lain, kewenangan hukum pemerintah federal ha.hya
sejauh yang ditetapkan dalam konstitusi. Dilihat dari se giini, di Amerika Serikat terdapat
dua macam hukum yang berlaku secara berdampingan, yaitu hukum federal (federal
law) yang berlaku untuk seluruh negara dan hukum negara bagian (state

law) yang hanya
berlaku di negara bagian yang bersangkutan, .

Walaupun hukum negara-negara bagian mempunyai banyak persamaan, karena
pada dasarnya adalah sistem hukum Inggeris (common law system),”) namun ternyata
masing-masing memiliki pula perbedaan-perbedaannya. Dengan demikian di Amerika
Serikat boleh dikatakan terhadap 52 sistem hukum, yaitu 50 sistem hukum negara bagian,
hukum lokal yang berlaku di Washington D.C., dan hukum federal.

Berdasarkan konstitusi Amerika Serikat, hukum federal mempunyai kedudukan
yang lebih tinggi tingkatannya daripada hukum negara-negara bagian. Negara-negara
bagian tidak boleh membuat hukum yang bertentangan dengan hukum federal. Apabila
timbul pertentangan antara hukum negara bagian dan hukum federal, maka hukum

federal yang harus berlaku, sedangkan hukum negara bagian dianggap tidak berlaku: atau
batal,

3} Kecuali Louisiana yang mempunyai sistem hukum yang berdasar pada hukum Perancis, karena
sebelumnya negara bagian ini merupakan tanah jajahan Perancis,
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C. Sumber-sumber Hukum

igunaka
ber hukum adalah pahan-bahan hukum yang digunakan oleh pa, )
Sumber huk

#» pada mulanya sumber L

schagai dasar dalam memutuskan suaty I’ka“rf" IS):ri al dalafn memutuslzumm Yang
‘! ma an digunakan oleh pard hakim Amerika iim yang lalu dalam an Petkary
we ) g kepadanya adalah putusan-putusan hakim yang Perkara Yang
yang diajukan kepadatly dang mengadili suat perkara, pada dasany, haryg

scrupa (case law). Hakim yang SeCdlio - ' ol dal
;::;li‘mfc;(an perkara seperti yang telah diputus 01.611. hakim Yﬂ]ilg a daa am P‘frkara yar
scrupa l;ﬁnsip ini discbut asas preseden.” Asas il berdasarkan paca pemikirap bahyg

orang harus diperlukan sama apabila ia berada’ dalam mtuam:;ang sama. Berg,
dengan hal ini, publikas: putusan-putusan hakim sangat penting untuk menunjang

praktek hukum di Amerika Serikat.”

akim

Pada masa kini, peranan undang-llﬂqaﬂg (hukum terfﬂhs) semakin Penting
ferutama dengan makin meningkatnya kegiatan perckonomlan,n I;u.salnya Undang.
Undang Antimonopoli (Antitrust Laws). Undang-undang (statute), i;»lk negara bagiap
maupun federal, dapat berfungsi sebagai penguat hukum 3"3118 telah dlpraktekkan
olehpara hakim atau, sebaliknya, dapat pula dapat menggantikan atau mengﬁapuskan
hukum yang telah diciptakan oleh para hakim.® Dalam hal yang be?akangan’ yaitu dalap
hal ketentuan undang-undang bertentangan dengan case law, hakim harus menerapkap
undang-undang dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

4) Di Indonesia, bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai.suglbelj hukum. formal, yaitu undang-
undang (peraturan perundang-undangan), kebiasaan, perjanjian internasional (traktat), putusan
hakim (yurisprudensi), dan pendapat para ahli hukum (doktrin).

5) Di Indonesia, walaupun diakui bahwa putusan-putusan hakim, terutama putusan Mahkamah
Agung RI, sangat penting baik dilihat dari segi ilmu pengetahuan hukum maupun dari segi praktis,
namun pada umumnya para hakim merasa tidak terikat oleh putusan-putusan tersebut.

6) Setiap tahunnya di Amerika Serikat terdapat lebih dari 65.000 perkara yang dipublikasikan
(Jacobstein & Mersky, 1990: 22). Di Indonesia, jumlah perkara yang dipublikasikan tidak begitu
banyak, Itupun biasanya hanya terdiri dari putusan-putusan Mahkamah Agung RI yang telah
diseleksi. Namun hal ini dapat dimengerti, mengingat di Indonesia peranan putusan hakim sebaga
sumber hukum tidak sepenting di Amerika Serikat. : _

7) Undang-undang federal dibuat oleh Congress, sedangkan undang-undang negara bagian dibuat
oleh masing-masing pembuat undang-undang yang terdapat dalam setiap negara bagian. Selain itu
terdapat pula peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah, baik yang dibuat
oleh pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian. Biasanya peraturan yang demikian
lebih bersifat adminitratif. ‘ '

8) Dalam kenyataannya, para hakim di Amerika Serikat tidak pernah menyatakan dirinya
“menciptakan” hukum, bahkan menyangkal balwa mereka menciptakan hukum. Menurut mercks,
fungsi mereka hanya menafsirkan hukum dan menerapkannya dalam situasi yang nyata.
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gelain itu hakim dapat pula mengndili perkara yang diajukan kepadanya ber-
ka0 pcqan]mn-|w.l|;|an,|mn intemasional yang dibuat olel pemerintah Amerika
qerikat dengan pemerintah negara-negary lninnya, apabila (e

diwngkcti\k““ datur oleh perjanjian Internasional, Dalam kait
salnyd Perjanjian antara Indone
s »

rmyata persoalan yang
| an ini dapat disebutkan
sin dan Amerika Serikat tentang Perlindungan Hak
(‘ipla.

Kebiasaan (custom) yang di Indonesia merupakan salah satu sumber hukum yang

cukup penting, di Amerika Serikat peranannya tidak begitu penting (Farnsworth, 1991

13). Demikian juga peranan pendapat para ahli hukum (doktrin) di Amerika Serikat tidak
sepenting seperti di Indonesia,

1il. PENGADILAN AMERIKA
A, Susunan Pengadilan Amerika

Bentuk negara federal dan pembedaan antara hukum federal dan hukum negara
pagian, temyata membawa pula perbedaan dalam susunan pengadilan di Amerika
Serikat. Di negara ini terdapat dua macam sistem pengadilan, yaitu pengadilan federal
(federal courts) dan pengadilan negara bagian (state courts), yang keduanya berjalan

secara paralel dan mempunyai susunan serta kewenangan hukum (yurisdiksi) yang
berbeda.

Pada dasarnya pengadilan negara bagian adalah yang berfungsi sebagai pengadilan
sehari-hari bagi penduduk Amerika Serikat, baik untuk mengadili perselisihan-perselisihan
dalam bidang perdata seperti jual-beli, pinjam-meminjam, maupun perkara-perkara
pidana seperti pembunuhan dan pencurian. Karena negara bagian mempunyai kewenangan
untuk menentukan atau membuat hukumnya sendiri sepanjang tidak dilarang oleh
konstitusi federal Amerika Serikat, hal ini membawa akibat bahwa tiap-tiap negara
bagian mempunyaj sistem pengadilannya masing-masing.

Pada umumnya pengadilan negara bagian terdiri dari tiga tingkatan, yaitu
pengadilan bawahan (trial courf), pengadilan banding (appellate court), dan mahkamah
agung (supreme court) negara bagian, namun penamaan (nomenclature) untuk masing-
masing tingkatan pengadilan tersebut tidak seragam. Dalam beberapa negara bagian
pengadilan tingkat pertama disebut superior court, pengadilan banding disebut appelatte
court, dan pengadilan tertinggi disebut supreme court. Di negara bagian New York,
penamaannya agak membingungkan. Pengadilan tingkat pertama disebut supreme court,

pengadilan bandingnya disebut Appelatte Division of the Supreme Court, dan pengadilan
tertingginya disebut Court of Appeals.
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at pula memiliki pengadilan-pengadilan -
baik dalam bidang pidana mal‘lpun
but inferior court. Di negara baﬂian
kin lebih dikenal dengan ";ma

ra-negant hagian dap
a-perkand ringan.

ng-kadang dis¢
g mung

Nelan 1, nega
npadil perkar

secara Khusus me
kada

pendata. Pengadilan denmikian e yan
¢ > 14 demikiany : :
New York juga tendapat npadila 0 ‘
New York jug P P"‘i cecara Khusus untuk mengadili tinda pidana ringan,_ -,
p hun. Putusan inferior court dapg
t

' yang berfung

4 tidak lebih dari satu 13

night court,’
vang ancaman hukumanny

_ : ; ori wurtl.
dimintakan banding kepada st rior-ex bersifat sera

al dan penanam |
dilan yang terendah disebut  district oy

¢ of appeals. dan pengadilan yang tertingginy,
disebut Supreme Court. Di Amerika Serikat terdapat 91 buuhﬁ‘df‘mf‘ drl\:tric: courts yang
terbesar d.i lima puluh negam bagian, termasuk S«'lt'u buah di District of Columbj,
(Washington D.C.). dan satu buah lagi di Puerto RIC.O. set:‘iangk&n -COIU'! of appeals
bcriuml:;h 13 buah. termasuk satu buah untuk District of Columbia (Jacobstein &
Mersky. 1990: 29). Dalam setiap negara bagian paling sedikit terdapat satu buah federg]
dism’r; court dan paling banyak empat buah (Farnsworth_. 1991: 35). Hal ini bergantung
pada besar kecilnya negard bagian yang bersangkutan.

Sebagaimana halnya dengan negara-negara lain. Amerika Serikat juga hanya

memiliki satu buah Mahkamah Agung yang berkedudukan d1 Washington, D.C. Selain
ngadilan federal terdapat pula pengadilan—pengadjlan khusus

batas, misalnya pengadilan pajak (fax court).\®

Persoalan mana yang termasuk dalam kewenangan pengadilan negara bagian dan
uk dalam kewenangan pengadilan federal berhubungan erat

kekuasaan yang ditetapkan dalam undang-undang dasar
lan federal hanya terbatas

Sistem pengadilan fede
katan. Pengd

federal terdini dani tiga ting
pengadilan bandingnya disebut cour

itu, dalam lingkungan pé
dengan kewenangan yang sangat ter

persoalan mana yang termas
dengan persoalan pembagian
Amerika Serikat. Dalam perkara pi
untuk mengadili kejahatan yang diatur oleh

dana, kewenangan pengadi
hukum federal, misalnya kejahatan yang

asi. Dalam perkara perdata termasuk bisnis, ada tiga katagori yang termasuk
(1) salah satu pihak dalam sengketa adalah
menyangkut hukum federal (“federal
orang yang berasal dari

terorganis
dalam kewenangan pengadilan federal, yaitu:
Amerika Serikat; (2) persoalan yang disengketakan
question”’ jurisdiction); dan (3) persengketaan antara orang-
“diversity” jurisdiction) (F arnsworth, 1991: 36). Namun

negara bagian yang berbeda (

berlangsung hingga

9) Sidang dalam pengadilan ini, karena banyaknya perkara yang harus diadil,
tengah malam.
Pengadilan pajak berfungsi khusus untuk mengadili sengketa mengenai perpajakan, misalnya

10)
sengketa tentang berapa besar pa jak yang harus dibayarkan kepada kantor pajak.
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Pada umumnya putusan-putusan pengadilan ne

handing kepada pengadilan negara bagian yang lebih tinggi. Namun dala k
pcrkam yang m?nyangkul persoalan penafsiran hukum federal, [;utusan- utusar:dzcn:i:ir:r;
dapat pula dimintakan banding kepada Mahkamah Agung Ameﬁi(a Sl::rik;t (Ginsbur
1993: 37). Perkara seperti ini sangat langka terjadi, Dengan demikian, kata akh?r

mcngcnai persoalaln hukum yang “murni” negara bagian, ditentukan oleh mahkamah
agung negara bagian.

gara bagian hanya dapat dimintakan

. Peranan Hakim dalam Pengadilan

Hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa di
pengadilan. la yang memimpin jalannya sidang dan memutuskan perkara. Tidak ada
sidang pengadilan, termasuk sidang pengadilan dengan juri, yang tanpa dipimpin oleh
hakim. la memutuskan apakah suatu keberatan yang diketemukan oleh salah satu pihak
terhadap bukti-bukti atau pertanyaan yang diajukan oleh pihak lainnya dapat diterima
(sustained) atau ditolak (overruled). la memutuskan siapa yang berhak atas suatu barang
tertentu, misalnya. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memberikan alasan-
alasan dan penjelasan mengapa ia memutuskan demikian. Kepada hakimlah para
anggota masyarakat mengharapkan bahwa hukum yang berlandaskan keadilan dapat
diwujudkan dalam kenyataan. Dengan demikian hakim dapat dianggap sebagai simbol
kenetralan dan keadilan (Dawson, 1961: 28). Hal ini dapat tercermin pula dari sebutan
untuk jabatan hakim yang kadang-kadang disebut “justice” (keadilan).')

Berbeda dengan sidang pengadilan yang biasa terlihat di negara kita yang diadili
oleh tiga orang hakim, dalam sidang pengadilan tingkat pertama di Amerika Serikat
biasanya hanya ada satu orang hakim yang mengadili perkara. Dalam pengadilan yang
lebih tinggi, pada umumnya jumlah hakim yang mengadili berkisar antara tiga orang
sampai dengan sembilan orang.

11) Semua hakim pada Mahkamah Agung Amerika Serikat disebut Justice. Ketuanya disebut Chief
Justice.
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I .
. Peagadilan dengan Jur A i Wb s
ur adaian ! ’

dijamin ole Lo
hukum). Pengadilan dengan juri merupakan hak yang dij h knns["uSl '
ukum). . ¢ . )

M Ya
; ta. Jumlah anggota jurj y,» ‘
tersedia, baik dalam perkara pidana maupun perda . e .gmtngad
vedia, b ) 1961; 44). Pengadilan dengan Juri tidap 4
perkara biasanya 12 orang (Kaplan, ' ikep
dalam hukum Indoncsia. sk |

Dalam hal pengadilan dengan juri,J_U” yang akan memutus anl tentan

. : tuskan berdasarkan buktl-bukn‘
mengenar fakta. Juri yang akan memu Sy i ad
misalnya, apakah orang yang diadili bersalah atau tida - alam ha dcmlk]an, Peran,
hakim yang menjadi sangat terbatas. Ia hanya berfungsi untuk me.ngatur agar g; s
pengadilan dapat berjalan dengan lancar dan memutuskan mengenaj Persoalap hUkum
Misalnya hukuman macam apa yang harus dijatuhkan kepada orang yang dinyatakan
bersalah oleh juri dan berapa lama.

Hak atas pengadilan dengan juri dapat ditanggalkan oleh Para piha) apabi,
menurut pertimbangan mereka pengadilan tanpa juri akan menghasilkan Putusan v,
lebih baik dan sidang akan berlangsung dengan lebih efisien. Dalam gjg,
peranan hakim Amerika sama seperti hakim Indonesia. Ia akan memy

persoalan yang disengketakan para pihak, baik mengenai persoalap
hukumnya,

Karena para anggota juri pada umumnya adalah Orang-orang awam, kad,n
kadang mereka menjadi bingung apabila perkara yang sedang mereka adilj adalap
perkara yang rumit, misalnya sengketa dalam bidang bisnis atay perkata mengeng;
penggelapan pajak. Dalam hal demikian, hakim biasanya akan memberikan instrukg

CI‘SOaIa

asi demiki&n
mSkan SemUa
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palam sidang pengadilan & Indonesia.
Ma, lcrutama dala

iaksa dan penas o
g Jaksa di penaschat hukum, h m perkara pidana, di

ampt® aki
‘ ar ke vl akim- seringkali .
any dan kepada terdakwa dan saksi-saksi, Selain itugh:if sangat aktif memberikan
im yang menentukan a
pakah

sak"i""ak‘qi yang hendak diajukan oleh para pih
nsadil:m. Hal-hal demikian dianggap scbagai tpl ak perlu didengar dalam sidang
: : : ugas haki
Proses sidang pengadilan yang demikian bersifat ign]:uh-ay(!m untuk mencari kebenaran.
mcngadih perkara perdata, pada umumnya peranan h k‘jﬂllf, Na'amun sebaliknya, dalam
paik Yané diwakili oleh pengacaranya masing-masi akim bersifat pasif, para pihaklah,
engajukan saksi-saksi, pertan asing ataupun tidak, yang aktif dalam
" . . , yaan, serta memeriksa surat-surat. dan lain-lai
Sidang pengadilan Amerika, baik dalam perkara pida ? n.
oversary. (SISYEIH ahE Tostistentugh P — perdata, menganut
a 5 5
pemikiran bahwa dengan mempertentangkan dua rgnacr;)r;l E'*Stem. ini berdasarkan pada
) epentingan ya b
diharapkan kebenaran akan muncul. Berdasarkan sistem ini, pe S : erbemr?ka_n
bertindak objektif, tidak b - , peranan hakim (dan jur)
harus JoiL ?lch memihak (Fuller, 1961: 30-31). Dengan demikian
tugas agu beban untuk Pcmbuknan berada sepenuhnya pada para pihak. Hal ini berarti
para pihaklah, yang bl&-isanya diwakili oleh pengacara, termasuk pengécara negara;
(jaksa), Yang harus bertindak secara aktif dalam mengajukan pertanyaan, saksi-saksi
dan bukti-bukti lainnya serta menguji apakah kesaksian atau bukti-bukti yang disampaikan
oleh pihak lawan adalah benar (cross examination). Dengan demikian tugas para
gacara, termasuk jaksa adalah meyakinkan pengadilan bahwa apa yang mereka
kemukakan adalah benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya dalam sidang.

li persoalan hukum, yaitu apakah
ecara tepat, baik mengenai isinya
uktian-pembuktian yang diajukan
rendah sudah adil.
ta maupun

13) Di negara kita, hanya Mahkamah Agung yang mengadi
pengadilan yang lebih rendah telah menerapkan hukum §
maupun prosedurnya. la tidak akan memeriksa kembali pemb
oleh para pihak atau meninjau kembali apakah putusan pengadilan yang lebih
Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri mengadili, baik mengenai persoalan fak

hukumnya (judex facti).
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pihak untuk tidak menerim
ang lebih tinggi untuk menin; a Dutusan
urnya pengadilan di Amerika Serikat ter;?‘f kemby,
1 ak dapal mempunyai dua kali kesempatan uHmkfl darj y; 2
memin

utusan pcngadilan tingkat pertama. Pengadilap y,
. n .

meriksa tentang kebenaran penandln "

erapan

kum
hak dari para

E. Upays Hu
hukum adalah
a pengadilan y

Upaya
pengadilan dan menl

dilakukan peninja
dan pcngadilan rertinggi pada gmumnya hanya me
hukumny3.
raktek hukum di Amerika Serikat adalah tidak
Semua

menarik dan p

dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agu
kg

ara tertentu yang dianggap penting oleh Mahka

tan untuk ditinjau oleh Mahkamah Agung.'¥ mah Agung
rusan-putusan mana yang diajukan oleh

yang akan mendapat tuk ditinjau kembali juga terdapat pada Para pihaj

rlTahkatmlh agung negara-negara bagian praktek demikian sangat berbeda ekl

dilakukan di Indonesia di mana hampir semua perkara dapat dimintakan kdengan yang

. asasi
banyak sekali tunggakan perkara setiap tahuzsnl kepada
Y2 yang

Mahkamah Agung, sehingga
dialami oleh Mahkamah Agung kita."”

perkara
Serikat. Hanya perkara
yang diberikan kesempd

Praktek wecreening 81as PU
kesempatan un

IV. BP;BERAPA PERSOALAN YANG DIHADAPI PENGADILAN AME
ersoalan-persoalan yang dihadapi oleh pengadilan-pengadilan di RIKA
o _ ) i Ameri
ang pula dihadapi oleh pengadilan_pengagli;ka
an

t;;nyata mirip dengan yang sekarang s
onesia, yai
kcwﬂm:a ti:m; ar:enumpuknya perkara-perkara yang sedang menun
. dan mahalnya biaya berperkara di pengadilan Bebanggtl;skeputusan,
' atas mahalnya

biaya perkara ini j i
juga sebagian harus ditan
o . ggung ol 1 i
gara bagian maupun pemerintah federal. g oleh pemerinil, belk pemernit

14) Ada sekitar 7
. .000 perkara seti
Serikat untuk dimi setlap tahunnYa . .
: mintakan penini yang disampaikan
penin o paikan kepada
Is(c;:p tahunnya yang diberkan kes Dari sckian banyak perkarl: haanMahkal.nah Agung Ameriks
- g::lngim diperoleh dari Hakim :Scmpatan untuk ditinjau ker,rlbal;iya Tcll.l(ltar 100150 perkara
mahasi , Bun . oleh M
1994, iswa Pascasarjana Colu;ng' Ruth Bader Ginsburg dalam k ahkamah AE
1S) Pada saat ia Law School, di Washingto Bscglpatan tanya jowe?
penuli - - ’ n D.C., tanggal 16 Marct
keteran mengunjungi M g8
gan bahwa ada lebji 8i Mahkamah A
a lebih dari 10,000 perkars yan gR:edapada tahun 1990, penulis memperoleh
ng menunggu putusan.
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Si 5028, pemerintah federal sendiri hanya mendapatkan $60 per perkara sebagai biaya
Pcnyampaian perkara (filing fec) (Alschuler, 1986 1812),

Dalam menghadapi persoalan-persoalan demikian, pengadilan-pengadilan Amerika
mcnga“jurkan agvfr para-p.lhak yang bersengketa dapat menyelesaikannya melalui cara
in, Cara-cara lainnya ini antara lain dengan mediasi, arbitrase dan sebagainya.'$)

16) Padamasa lampau, perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui
arbitrase dianggap tidak sah oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Hal ini dianggap
bertentangan dengan ketertiban umum karena perjanjian yang demikian mengambil alih tugas
pengadilan dalam menyelesaikan sengeketa. Lihat pula Mulyana, “Should Court-Annexed
Alternative Dispute Resolution Mechanisms Be Mandatory?” Era Hukum, No. 1/Th. 171994,

h!‘“- 1 ef seq., yang membahas pelbagal macam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan
di Amerika Serikat,
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